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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

5.1. Munculnya Gagasan Program Pengembangan Pelayanan Publik 

Tingkat Desa di Kabupaten Gresik 

     Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

     Dalam penelitian ini, munculnya gagasan program pengembangan 

pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik dilatar belakangi 

beberapa faktor, yaitu: 

a) Faktor Kelembagaan 

     Salah satu faktor munculnya gagasan pengembangan pelayanan 

publik tingkat desa adalah faktor kelembagaan. Kelembagaan adalah 

adalah organisasi, wadah atau pranata yang berfungsi sebagai wadah 

atau tempat. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada 

lembaga- lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, 

koperasi, bank dan sebagainya.107 Kelembagaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Desa 

yang ada di Kabupaten Gresik, serta The Sunan Giri Foundation 

(SAGAF). 

                                                             
107 Tony Djogo, dkk, Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri, (Bogor : 

World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003), Hlm. 1 
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    Hasil wawancara dengan Kepala Program The Sunan Giri Award 

(SGA), Habiburrahman sebagaimana berikut :108 

“.....tidak adanya kontrol Pemerintah Kabupaten Gresik 
memberi kesan bahwa pelayanan publik tingkat desa 
dibiarkan berjalan mengikuti ritme dan mekanisme arus 
lokal di masing- masing desa atau kelurahan…..” 

 
Senada dengan Habiburrahman, Wakil Direktur The Sunan Giri 

Foundation (SAGAF) Makmun M.Th.I juga berkata :109 

“…..ketiadaan standar pelayanan umum ditingkat desa dan 
rendahnya kontrol pemerintah daerah berdampak pada 
munculnya aturan pelayanan publik yang bersifat tertutup 
dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan 
tertentu…..” 

 
     Dari dua pernyataan diatas tersebut bisa dikatakan bahwa tidak 

adanya kontrol dan ketiadaan standar pelayanan umum ditingkat desa 

dari Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan hal yang 

melatarbelakangi munculnya gagasan program pengembangan 

pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. Karena ketika 

kontrol pemerintah daerah rendah terhadap proses pelayanan di desa, 

maka akan berdampak pada munculnya aturan pelayanan publik yang 

bersifat tertutup dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan 

tertentu. Selain itu juga program ini memang merupakan sebuah 

kegiatan untuk merealisasikan visi dan misi The Sunan Giri 

Foundation (SAGAF) yaitu membangun peradaban yang berkeadaban. 

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Habiburrahman, 

                                                             
108 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
109 Makmun, M. Th.I, Wawancara, pada tanggal 30 Mei 2017 
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Kepala Program The Sunan Giri Award (SGA) sebagaimana berikut 

:110 

“…..program ini adalah salah satu dintara program atau 
kgiatan yang dilakukan oleh SAGAF untuk merealisasikan 
visi dan misi lembaga kita…..” 
 

b) Faktor Profesional 

     Munculnya gagasan pengembangan pelayanan publik tingkat desa 

juga karena adanya faktor profesional. Profesional adalah orang yang 

menyandang suatu profesi. Profesional  kaitannya dengan kinerja atau 

performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai 

dengan profesinya. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. 

Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri 

standar teknis atau etika suatu  profesi.111 Profesional yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah para aparatur desa di Kabupaten Gresik 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

     Hasil wawancara dengan Kepala Program The Sunan Giri Award 

(SGA), Habibburrahman sebagaimana:112 

“…..sering dijumpai kegiatan layanan dilakukan diluar jam 
kerja, tanpa mengenal batas waktu, tidak memiliki standart 
operasional, dan dilakukan seenaknya oleh aparatur 
desa…..” 

 
     Selaras dengan Habiburrahman, Wakil Direktur The Sunan Giri 

Foundation (SAGAF) Makmun M.Th.I juga berkata juga berkata :113 

                                                             
110 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
111 Poerwopoespito, Ourip S dan Tatag Utomo, Mengatasi Krisis Manusia Di Perusahaan (Solusi 

Melalui Pengembangan Sikap Mental), (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 
Hlm. 264- 265 

112 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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 “….beberapa desa di Kabupaten Gresik sering ditemui 
aparat dan pamong berada dikantor setelah jam 10 dan 
pulang sehabis dhuhur. Dibanyak tempat bahkan banyak 
kesulitan menemukan mereka pada hari-hari kerja, kecuali 
bersamaan dengan rapat atau acara-acara penting. Jangan 
ditanya tentang fasilitas modern seperti wifi, internet, 
komputer dan sejenisnya, karena banyak desa masih belum 
kenal dan tersentuh dengan fasilitas tersebut…..” 

 
     Dari dua pernyataan diatas tersebut bisa dikatakan bahwa tidak 

profesionalnya para aparatur desa dalam melayani masyarakat menjadi 

alasan munculnya gagasan program pengembangan pelayanan publik 

tingkat desa di Kabupaten Gresik. Karena, professional aparatur desa 

menjadi tolak ukur keberhasilan desa dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakatnya. Hal tersebut bisa dilihat dari para aparatur 

yang tidak berkerja sesuai dengan jam operasional kantor desa. Sering 

juga ditemui para aparatur desa yang berkerja tidak sesuai dengan 

tugas, pokok dan fungsinya. Sering terjadi rangkap pekerjaan di desa- 

desa, misalkan seperti sekretaris desa yang biasanya meng-handle 

seluruh tugas yang di kantor desa terkait pelayanan masyarakat. 

c) Faktor Produktivitas 

     Faktor produktivitas merupakan salah satu faktor munculnya 

gagasan pengembangan pelayanan publik tingkat desa. Produktivitas 

adalah ratio antara input dan output. Produktivitas tidak hanya 

mengukur tingkat efisiensi, melainkan juga mengukur efektifitas 

                                                                                                                                                        
113 Makmun, M. Th.I, Wawancara, pada tanggal 30 Mei 2017 
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pelayanan.114 Produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

produktivitas Pemerintah Kabupaten Gresik. 

     Hasil wawancara dengan kepala Program The Sunan Giri Award 

(SGA), Habiburrahman sebagaimana berikut :115 

“…..belum ada aturan baku terkait dengan standart 
pelayanan masyarakat di desa. Ketiadaan standart itukan 
akhirnya mengakibatkan berlarut- larutnya proses 
pelayanan…..” 

 
     Dari pernyataan diatas tersebut bisa dikatakan bahwa tidak 

produktivitasnya Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi alasan 

munculnya gagasan program pengembangan pelayanan publik tingkat 

desa di Kabupaten Gresik.. Produktivitas Pemerintah Kabupaten 

Gresik yang dimaksud adalah dalam bentuk Peraturan Bupati tentang 

pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. Karena, masa 

jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun, apabila tidak ada Peraturan 

Bupati tentang pelayanan publik tingkat desa, maka pelayanan publik 

tingkat desa berjalan mengikuti ritme dan mekanisme arus lokal 

dimasing- masing desa tanpa adanya standart aturan yang baku. Dan 

ketika masa jabatan Kepala Desa itu berakhir, maka berakhir pula 

sistem pelayanan publik di desa tersebut. Berbeda jika Peraturan 

Bupati tentang publik tingkat desa itu ada, karena memang peraturan 

adalah bagian dari sistem. Ketika sistem sudah berjalan, siapapun 

kepala desanya dan aparaturnya itu nanti pelayanan akan berjalan 

                                                             
114 Pasolong Harbani, Teori Administrasi Publik,  (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 178 
115 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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sesuai dengan sistem atau peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati 

tentang publik tingkat desa. 

d) Faktor Kualitas Pelayanan 

     Faktor munculnya gagasan pengembangan pelayanan publik tingkat 

desa salah satunya yaitu faktor kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan 

publik di suatu lembaga penyedia layanan publik.116 Kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini adalah kualitas layanan yang diberikan 

oleh aparatur desa kepada masyarakat. 

     Hasil wawancara dengan Kepala Program The Sunan Giri Award 

(SGA), Habiburrahman :117 

“…..ketika kami berkumpul dengan masyarakat, kami 
banyak mendengar keluh kesah dan curhatan dari 
masyarakat tentang layanan di desa…..” 

 
     Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya kualitas 

pelayanan aparatur desa dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat menjadi alasan munculnya gagasan program 

pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. 

Karena memang ketika kualitas layanan di sebuah desa itu baik, maka 

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa pun 

juga akan meningkat. 

 

                                                             
116 Ibid., Hlm. 132 
117 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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5.2. Peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dalam Pengembangan 

Pelayanan Publik Tingkat Desa di Kabupaten Gresik 

     The Sunan Giri Award (SGA) adalah sebuah program kompetisi 

pelayanan publik tingkat desa yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik. 

The Sunan Giri Foundation (SAGAF) adalah penggagas ide untuk 

menyelenggarakan The Sunan Giri Award (SGA). Dalam hal ini SAGAF 

sangat berperan dalam pengembangan pelayanan publik tingkat desa di 

Kabupaten Gresik. 

     Peran adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater, 

dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu 

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku 

secara tentu. Dalam teater posisi seorang aktor dinalogikan dengan posisi 

seseorang dalam masyarakat.118 Peristilahan dalam teori peran ada empat 

golongan,119 yaitu: pertama, orang- orang yang mengambil bagian dalam 

interaksi sosial yakni aktor dan target. Dalam penelitian ini peran aktor 

adalah The Sunan Giri Foundation (SAGAF), sedangkan target adalah 

pemerintahan Kabupaten Gresik. The Sunan Giri Foundation (SAGAF) 

adalah aktor dimana posisinya sebagai pemuda yang memiliki kemampuan 

intelektual tinggi berkumpul dalam sebuah wadah organisasi yang 

kemudian memiliki inisiatif dan inovasi dalam memperbaiki dan 

pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. 

Sedangkan target The Sunan Giri Foundation (SAGAF) adalah 
                                                             

118Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
Hlm.215 

119Ibid., Hlm.215 
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pemerintahan Kabupaten Gresik yang dalam hal ini diwakili oleh pihak 

Pemerintah Desa. 

     Kedua, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut yaitu harapan, 

norma, wujud prilaku serta penilaian dan sanksi. 

a) Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang 

perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang 

yang mempunyai peran tertentu.120 Harapan dalam penelitian ini 

adalah harapan- harapan tentang perilaku yang pantas yang 

seharusnya ditunjukkan oleh pemuda yang dalam hal ini adalah The 

Sunan Giri Foundation (SAGAF). Posisi SAGAF sebagai pemuda 

yang ada dilingkungan Kabupaten Gresik tentunya diharapkan baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat untuk ambil bagian dalam 

memperbaiki dan mengembangkan Kabupten Gresik khususnya dalam 

bidang pelayanan publik tingkat desa. 

b) Norma adalah salah satu bentuk harapan, norma dalam teori peran ada 

dua yaitu anticipatory dan role expectation. Dalam penelitian ini The 

Sunan Giri Foundation (SAGAF) digolongkan pada norma 

anticipatory, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. 

Artinya harapan The Sunan Giri Foundation (SAGAF) tentang 

pelayanan publik yang terbaik ditingkatan desa, dari harapan ini 

munculnya gagasan untuk membantu desa dalam menerapkan 

                                                             
120Ibid., Hlm. 217 
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pelayanan yang kemudian gagasan tersebut dinamakan The Sunan Giri 

Award (SGA). 

c) Wujud perilaku dalam peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) 

adalah terselenggaranya program The Sunan Giri Award (SGA). The 

Sunan Giri Award (SGA) adalah sebuah kompetisi pelayanan publik 

tingkat desa di Kabupaten Gresik. Adapun yang dimaksud dengan 

kompetisi pelayanan publik tingkat desa adalah penilaian dan apresiasi 

atas proses dan pencapaian pelayanan publik di tingkat desa dan 

kelurahan di Kabupaten di Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk 

mekanisme pelaksanaan SGA yaitu mulai dari sosialisasi tentang 

pelayanan publik kepada para Camat dan Lurah/ Kepala Desa Se- 

Kabupaten Gresik, setelah itu dilanjut dengan pelatihan manajemen 

pelayanan publik bagi aparatur desa terpilih, kemudian dilanjut dengan 

kompetisi pelayanan publik di tingkat desa, yaitu meliputi rapat 

koordinasi, penyusunan dan diskusi instrumen, sosialisasi ke 

kecamatan dan desa, penentuan desa, penyebaran kuesioner, visitasi 

dan presentasi serta penganugerahan. 

d) Penilaian dan sanksi peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) 

datang dari orang lain (eksternal). Penilaian dan sanksi eksternal 

adalah penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku 

orang lain,121 dalam hal ini orang lain yang dimaksud yaitu 

pemerintahan kabupaten Gresik, pemerintahan desa, serta masyarakat 

                                                             
121Ibid., Hlm. 220- 221 
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Gresik. Penilaian dan sanksi yang diberikan pada The Sunan Giri 

Foundation (SAGAF) adalah berdasarkan harapan tentang norma  

yang timbul baik dari pemerintahan kabupaten Gresik, pemerintahan 

desa, dan masyarakat Gresik yakni ambil bagian dalam memperbaiki 

dan mengembangkan Kabupten Gresik khususnya dalam bidang 

pelayanan publik tingkat desa. 

     Ketiga, kedudukan orang- orang dalam perilaku peran. Kedudukan 

adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui 

perbedaannya dari kelompok- kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat 

yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama- sama mereka perbuat, 

dan reaksi orang- orang lain terhadap mereka bersama.122 Dalam penelitian 

ini, The Sunan Giri Foundation (SAGAF) adalah kumpulan masyarakat 

Gresik yang berkedudukan sebagai kader muda terbaik Nahdlatul Ulama 

(NU) atau alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang 

bersama- sama berkumpul dan memiliki tujuan untuk 

mengimplementasikan ilmunya yang telah didapat baik pada masa kuliah 

maupun organisasi dalam mewujudkan kemaslahatan umat serta 

membangun keadaban yang berkeadaban, khususnya yaitu dalam 

pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik melalui 

program The Sunan Giri Award (SGA). 

     Keempat, kaitan antara orang dan perilaku dalam peran. Kaitan antara 

The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dengan perilakunya dalam program 

                                                             
122Ibid., Hlm. 222- 223 
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SGA masuk dalam kriteria kaitan gabungan antara Derajat Kesamaan dan 

Saling Ketergantungan.123 Lebih dikhususkan lagi masuk dalam jenis 

konformitas, yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang 

dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang 

lain tentang perilakunya.124 Perilaku SAGAF dalam bentuk 

penyelenggaraan program SGA sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gresik selama ini. Program SGA 

merupakan jawaban dari harapan- harapan tersebut dimana posisi SAGAF 

sebagai pemuda yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik ikut ambil 

bagian dalam memperbaiki dan mengembangkan Kabupten Gresik 

khususnya dalam bidang pelayanan publik tingkat desa. 

     Keterlibatan The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dalam program The 

Sunan Giri Award (SGA) juga sebagai koordiansi survey penilaian, The 

Sunan Giri Foundation (SAGAF) melakukan penilaian terhadap desa 

terpilih yang menjadi nominator untuk memperoleh peringkat sementara 

desa dengan pelayanan publik terbaik. 

     Hasil wawancara dengan ketua pelaksana program The Sunan Giri 

Award (SGA), Bapak Habiburrahman, bahwa gagasan The Sunan Giri 

Award (SGA) dibentuk beserta dengan desain kompetisi yang akhirnya 

digunakan sebagai model penyelenggaraan. The Sunan Giri Foundation 

(SAGAF) merancang gagasan tersebut mepertimbangkan model 

penyelengggaraan yang digunakan. 

                                                             
123Ibid., Hlm. 230 
124Ibid., Hlm. 230 
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     Metode yang digunakanpun dipertimbangkan secara cermat, 

disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan. Metodelogi yang 

digunakan adalah yang dapat menjangkau kebutuhan penilaian sehingga 

didapatkan penilaian yang mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya. 

     The Sunan Giri Foundation (SAGAF) sebagai organisasi non 

pemerintah yang berbasis pada research memahami dengan baik ilmu 

tentang metodelogi penelitian, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan 

untuk mengaplikasikan metode penelitian yang digunakan dalam penilaian 

The Sunan Giri Award (SGA). 

     Berbicara tentang peran erat hubungannya dengan partisipasi. 

Keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling barkaitan. Peran The 

Sunan Giri Foundation (SAGAF) dalam pelaksanaan The Sunan Giri 

Award (SGA) termasuk ke dalam peran partisispasi. Partisipasi pada 

hakikatnya adalah ikut sertanya suatu kesatuan atau kelompok orang 

dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu susunan yang lebih 

besar,125 dalam hal ini yakni Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai 

penyelenggara The Sunan Giri Award (SGA). 

     Selanjutnya, pada pelaksaan The Sunan Giri Award (SGA) peran The 

Sunan Giri Foundation (SAGAF) dapat dikategorikan sebagai peran 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat 

maksudnya ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam 

kegiatan- kegiatan pembangunan, dan ikut memanfaatkan hasil 

                                                             
125Taufiq Abdullah, Pemuda Dan Perubahan Sosial, (Jakarta : LP3ES, 1994), Hlm. 65 
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pembangunan.126 Dalam hal ini yakni keikutsertaan SAGAF dalam 

penyelenggaraan program pemerintah yaitu The Sunan Giri Award (SGA) 

yang disertai dengan rasa tanggung jawab demi mewujudkan 

pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik. 

Keikutsertaan SAGAF dalam program SGA juga tidak melalui perintah 

dan paksaan, melainkan berdasarkan persuasi atau kemauan sendiri. 

Karena memang SGA sendiri merupakan ide atau gagagsan dari pihak 

SAGAF. 

     Pada partisipasi pemuda dalam pembangunan terdapat  jenis- jenis 

partisipasi, yang mana peran SAGAF dalam pengembangan pelayanan 

publik tingkat desa di Kabupaten Gresik termasuk dalam jenis partisipasi 

sebagaimana berikut:127  

a) Partisipasi SAGAF sebagai penyambung lidah masyarakat yaitu 

dalam menerima keluhan dari masyarakat yang kemudian 

informasi terbut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten 

Gresik. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara :128 

“.....SAGAF juga merupakan penyambung lidah 
masyarakat Kabupaten Gresik. SAGAF menghimpun 
semua keluhan atau kebutuhan masyarakat Gresik, 
keluhan atau kebutuhan tersebut nantinya akan disusun 
dalam skala prioritas kebutuhan masyarakat Gresik, dan 
akan disampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten 
Gresik......” 
 

b) Partisipasi SAGAF dalam memberikan tanggapan dan saran kepada 

Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap informasi yang diterima, 
                                                             

126 Ibid., Hlm.124 
127 Ibid., Hlm.124 
128 Makmun, M. Th.I, Wawancara, pada tanggal 30 Mei 2017 
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baik yang bermaksud menolak maupun yang bermaksud menerima. 

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara :129 

“.....SAGAF adalah sebuah lembaga yang berbasis data 
real, sehingga ketika Pemerintahan Kabupaten Gresik 
belum bisa secara optimal menyajikan data, SAGAF hadir 
membantu dengan berbagai data real yang 
menggambarkan kondisi Kabupaten Gresik.....” 

 
c) Partisipasi SAGAF dalam bentuk perencanaan pembangunan 

termasuk dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menggagas 

sebuat program kompetisi pelayanan tingkat desa yang diberi nama 

The Sunan Giri Foundation (SGA) yang disampaikan kepada 

Pemeritah Kabupaten Gresik. Hal tersebut selaras dengan hasil 

wawancara :130 

“.....berangkat dari keprihatinan layanan publik tingkat 
desa yang masih jauh dari harapan, maka muncullah 
konsep membuat kompetisi pelayanan publik tingkat desa 
dengan penilaian dan apresiasi atas proses dan capaian 
pelayanan publik ditingkat desa dan kelurahan di 
Kabupaten Gresik.....” 

 
“.....gagasan program ini, kemudian disampaikan kepada 
Pemerintah kabupaten Gresik melalui Wakil Bupati yang 
kemudian disambut baik oleh Bupati Gresik.....” 

 
d) Partisipasi SAGAF dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan 

program The Sunan Giri Foundation (SGA). Hal tersebut selaras 

dengan hasil wawancara :131 

“.....penyelenggara secara akademik mulai dari 
perumusan, instrumen penelitian, sosialisasi, instrumen 
penelitian sampai pada hasil akhir itu dilakukan oleh 
teman-teman SAGAF.....” 

                                                             
129 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
130 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
131 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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     Dilihat dari model delapan anak tangga dalam partisipasi masyarakat 

Peran SAGAF dalam pengembangan pelayanan publik tingkat desa di 

Kabupaten Gresik  dikategorikan pada model atau bentuk partisipasi anak 

tangga yang ke enam (VI) yaitu bentuk partisipasi kemitraan atau 

kesetaraan.132 Dimana SAGAF adalah sebagai mitra pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan kompetisi pelayanan publik 

tingkat desa di Kabupaten Gresik. Pada penyelenggaraan kompetisi,  

SAGAF secara akademik berwenang mulai dari perumusan, instrumen 

penelitian, sosialisasi, instrumen penelitian sampai pada hasil akhir itu 

dilakukan oleh teman-teman. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara 

:133 

“.....posisi SAGAF sendiri dengan Pemerintah Kabupaten 
Gresik adalah sebagai mitra kerja. SAGAF adalah sebuah 
lembaga yang berbasis data real, sehingga ketika 
Pemerintahan Kabupaten Gresik belum bisa secara 
optimal menyajikan data, SAGAF hadir membantu dengan 
berbagai data real yang menggambarkan kondisi 
Kabupaten Gresik.....” 

 
“.....kalau penyelenggara dalam hal ini, secara 
administrasi itu penyelenggaranya ORTALA/ Pemerintah 
Kabupaten Gresik, cuman penyelenggara secara 
akademik mulai dari perumusan, instrumen penelitian, 
sosialisasi, instrumen penelitian sampai pada hasil akhir 
itu dilakukan oleh teman-teman SAGAF.....” 

 
     Berikut adalah faktor- faktor peran The Sunan Giri Foundation 

(SAGAF) dalam pengembangan pelayanan publik tingkat desa di 

Kabupaten Gresik, yaitu : 

                                                             
132 Ibid., Hlm.126- 127 
133 Makmun, M. Th.I, Wawancara, pada tanggal 30 Mei 2017 
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a) Faktor Holistik 

     Holistik berasal dari kata holistic yang memiliki arti 

menyeluruh. Holistik adalah suatu pendekatan praktis dari konsep 

holism yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan fungsi 

(maksud, kegiatan) dari keseluruhan (bentuk, totalitas, kesatuan) 

yang menjadi prinsif penentu bagian-bagiannya. Holistik juga 

sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan 

konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan 

yang lebih penting daripada bagian- bagian yang 

membentuknya.134 

     Hasil wawancara dengan Kepala Program The Sunan Giri 

Award (SGA), Habiburrahman :135 

“…..keterlibatan masyarakat di pemerintahan ini bisa 
kita perankan melalui kompetisi ini, jadi selain kita 
sebagai agen masyarakat yang selain mengontrol kita 
juga terlibat penuh di proses pelayanan tersebut…..” 

 
     Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, pada program 

The Sunan Giri Award (SGA), faktor holistik SAGAF dalam 

pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten Gresik 

adalah dimana SAGAF melibatkan seluruh elemen sosial dalam 

program SGA yaitu, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan 

masyarakat. SAGAF membuat perubahan melalui kegiatan yang 

dapat merubah dan memperbaiki masyarakat itu sendiri atau 

                                                             
134 Lorens Bagus, Kamu Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Hlm 293 
135 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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dengan bahasa lain yaitu memanusiakan manusia, melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. SAGAF 

membuat layanan yang diberikan kepada sesama atau manusia 

secara utuh, baik secara fisik, mental sosial dan spiritual mendapat 

perhatian yang seimbang. 

b) Faktor Normatif 

     Normatif adalah berpegang teguh pada norma, menurut norma 

atau kaidah yang berlaku. Hasil wawancara dengan Kepala 

Program The Sunan Giri Award (SGA), Habiburrahman 

sebagaimana berikut:136 

“…..dasar hukum penyelenggaraan kompetisi 
pelayanan publik tingkat desa ini tentu nya yang 
pertama adalah UU No. 25 Tahun 2009, yang kedua 
SK Bupati Gresik tentang penyelengaaraan kompetisi 
peningkatan kualitas pelayanan public tingkat desa di 
Kabupaten Gresik…..” 

 
     Dari hasil wawancara diatas terbut dapat dilihat bahwa, pada 

program The Sunan Giri Award (SGA), faktor normatif SAGAF 

dalam pengembangan pelayanan publik tingkat desa di Kabupaten 

Gresik adalah dimana SAGAF menjadikan Undang- Undang No. 

25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Perpes No. 47 tahun 

2009 sebagai dasar hukum penyelenggaraan kompetisi pelayanan 

publik. Sementara model penilaian mengacu pada PERMENPAN 

No. 28 tahun 2012. Hal tersebut dilakukan oleh SAGAF untuk 

                                                             
136 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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melakukan pengembangan pelayanan publik tingkat desa di 

Kabupaten Gresik. 

c) Faktor Pemberdayaan 

     Pemberdayaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan 

oleh orang- orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan 

tersebut orang- orang yang telah mencapai tujuan kolektif 

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan 

“keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka 

sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber 

lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung 

pada pertolongan eksternal.137 

     Pada program The Sunan Giri Award (SGA), faktor 

pemberdayaan SAGAF dalam pengembangan pelayanan publik 

tingkat desa di Kabupaten Gresik adalah dimana SAGAF 

melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat desa 

terhadap masyarakat. Dengan adanya program SGA, antara satu 

desa dengan desa yang lain itu mengalami dinamisasi, khususnya 

dibidang pelayanan publik. Hal tersebut menimbulkan persiangan 

yang berdampak pada peningkatan di bidang pelayanan 

masyarakat.  

     Faktor pemberdayaan yang lainnya yaitu, dimana SAGAF 

memberikan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan penilaian 

                                                             
137 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung : Humaniora Utama Press, 

2010), Hlm. 3 
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tentang pelayanan publik tingkat desa yang sesuai dengan SOP dan 

SPP terkait penyelenggaraan pelayanan publik tingkat desa kepada 

Pemerintahan Desa. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara 

dengan Habiburrahman, Kepala Program The Sunan Giri Award 

(SGA) :138 

“…..SGA itu untuk Pemerintah Desa. Tahapan yang 
kami lakukan yaitu sosialisasi ke Kecamatan dan ke 
seluruh Desa…..” 
 

     Selain itu SAGAF juga melakukan review pada desa pemenang 

SGA yang telah dibukukan. Harapan SAGAF dari hasil reviewnya 

yaitu dimana desa- desa pemenang yang memiliki inovasi yang 

bagus bisa diberdayakan lebih lanjut. Sedangkan desa- desa yang 

belum menang, bisa duplikasi atau mencontoh sistem dan inovasi 

yang dimiliki desa- desa pemenang. Hal tersebut selaras dengan 

hasil wawancara dengan Habiburrahman :139 

 “…..kita juga mereview seluruh desa pemenang The 
Sunan Giri Award (SGA) dari tahun 2011- 2015, desa 
pemenang itu kita review, kita galih lebih lanjut 
tentang sistem yang sedang berjalan kemudian kita 
jadikan buku yang sudah kita terbitkan dengn 
Pemerintah Kabupaten Gresik…..” 

  

                                                             
138 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
139 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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5.3. Dampak dari Peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dalam 

Pengembangan Pelayanan Publik Tingkat Desa di Kabupaten Gresik 

     Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat 

adanya aktivitas manusia.140 Dalam kajian lain, Dampak adalah pengaruh 

kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat positif maupun negatif. 

Pengaruh sendiri merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 

apa yang dipengaruhi. 

     Dalam penelitian ini akan membahas dampak dari peran The Sunan 

Giri Foundation (SAGAF) terhadap pengembangan pelayanan publik 

ditingkat desa dengan program The Sunan Giri Award (SGA) dari apek 

kelembagaan, administrasi dan profesionalitas sebagaimana berikut : 

5.3.1. Dampak Kelembagaan 

     Dalam eksikolopedia sosiologi, “lembaga” diistilahkan sebagai 

“institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan, merupakan 

seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai 

nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian 

yang penting dan berulang.141 

     Perangkat Desa/ Kelurahan adalah penguasa tunggal dalam 

pemeritahan desa, ia mempunyai peranan penting dalam 

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten 

                                                             
140 Gunawan Suratmo, Anaslisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2004), Hlm 24.  
141 Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi Etnis. 

(Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm 1 
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yang dekat dengan masyarakat. Dalam penelitian ini dampak peran 

SAGAF dalam program The Sunan Giri Award (SGA) terhadap 

kelembagaan dibagi 2, Lembaga Pemerintah Kabupaten Gresik dan 

Lembaga Pemerintah Desa 

a. Pemerintah Kabupaten Gresik 

Pada era otonomi daerah, keberadaan pemerintah daerah adalah 

untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan 

penyediaan fasilitas pelayanan publik secara efektif, efesien, 

ekonomis dan berkeadilan. Asumsinya semakin dekat jarak antara 

masyarakat dan pemerintahan, maka pelayanan akan semakin 

maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hadirnya program The Sunan Giri Award (SGA) yang digagas oleh 

The Sunan Giri Foundation (SAGAF) membantu Pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam bidang pelayanan publik tingkat desa, 

sehingga Pemerintah Gresik bisa mengevaluasi dan memberikan 

pendapingan kepada desa-desa atau kelurahan yang belum 

menerapkan pelayanan sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik.  

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana Kabupaten Gresik, Bapak Siri Rahayu sebagaimana 

berikut :142 

“...Untuk meningkatkan pelayanan publik, karena 
desa merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah 

                                                             
142 Siri Rahayu, Wawancara, pada tanggal 15 Mei 2017 
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Kabupaten yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, sehingga apabila pemerintah desa 
suskses dalam pelayanan  publik ini, berarti 
merupakan bagian dari kesuksesan Pemerintah 
Kabupaten. Karena pelayanan tingkat desa adalah 
tolak ukur keberhasilan pelayanan Pemerintahan 
Kabupaten.” 

 
Selain itu, menurut Habiburaahman, ketua pelaksanan program The 

Sunan Giri Award (SGA) dalam wawancara sebagaimana 

berikut:143 

“...melalui Program SGA ini, pemerintah daerah akan 
mudah nanti menemukan inovasi-inovasi baru dari 
seluruh desa, atau bahkan SKPD yang kemudian nanti 
disampaikan untuk ikut program SINOVIK (Sistem 
Informasi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan 
oleh kemen PAN...” 

 
Dari hasil wawancara diatas tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengaruh atau dampak program The Sunan Giri Award (SGA) 

terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik yakni dapat membantu 

lembaga Pemerintah Daerah kabupaten Gresik dalam pelayanan 

publik kepada masyarakat karena pelayanan di pemerintah desa 

merupkan bagian atau kepanjangan tangan pemerintah kabupaten. 

Dengan program The Sunan Giri Award (SGA) pemerintah 

kabupaten juga bisa mengevaluasi dan mengembangkan 

pelayannan publik lebih baik lagi. Selaian itu, sesuai dengan 

pemaparan kedua bahwa Pemerintah Gresik terbantu menemukan 

inovasi-inovasi pelayan publik untuk kebutuhan kompetisi program 

yang diadakan oleh KemenPAN. 

                                                             
143 Habiburrahman, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2017 
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b. Pemerintah Desa 

Kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan 

pemerintah desa dalam bidang pelayanan publik. Namun masih 

banyak pemerintah desa yang belum mewujudkan pelayanan publik 

yang sesuai dengan yang diharapkan tersebut. 

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sidorukun, ibu Asaro 

Muadah sebagaimana berikut:144 

“Pada waktu program SGA berjalan ada tahapan 
pembinaan, dimana desa- desa peserta diberi 
pengetahuan tentang SOP pelayanan publik. Nah dari 
situ kami perangkat desa tahu bagaimana standart 
pelayanan yang baik. Dan alhasil, pelayanan di desa 
Sidorukun sekarang sudah sesuai dengan SOP 
pelayanan publik...” 

 
Dengan adanya Program The Sunan Giri Award (SGA) yang gagas 

oleh The Sunan Giri Foundation (SAGAF) Pemerintah Desa di 

kabupaten Gresik bisa mewujudkan kinerja yang optimal dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik yang didukung dengan adanya 

sumber daya manusia aparatur yang memadai baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

 

5.3.2. Dampak Administrasi  

     Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 

mengatakan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah 

menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.  

                                                             
144 Asaro Muadah, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
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     Administrasi desa menurut Peraturan Menteri  Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa adalah 

keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Buku Adminsitrasi Desa. 

     Administrasi pemerintahan desa adalah proses pengelolaan dan 

pengaturan sura-surat, dokumen-dokumen, dan arsip lainnya yang 

berkaitan dengan penyeleggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa 

terutama Kepala Desa dan aparatur lainnya yang juga diserahi tugas 

dibidang administrasi, meduduki posisi yang sangat penting karena 

sebagai organisasi pemerintah yang berada dibawah paling bawah 

mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan di 

wilayahnya. 

     Dalam penelitian ini, peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) 

terhadap pengembangan pelayanan publik ditingkat desa dengan 

program The Sunan Giri Award (SGA) dibidang administrasi 

berdampak positif terhadap penyelenggaraan publik di desa/kelurahan 

di Kabupaten Gresik. Hal ini bisa dilihat dari aspek fisik (tangible) 

sebagaimana berikut: 

     Peranan sarana dalam pelayanan publik sangatlah penting dan salah 

satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat 

membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan 

kenyamanan dan kepuasan selama berada dalam ruangan pelayanan. 
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     Berdasarkan hasil dilapangan, Hasil wawancara dengan Perangkat 

Desa Wedani Kecamatan Cerme Bapak Tasmiran sebagai berikut:145 

“Dengan adanya program SGA, kami perangkat desa lebih 
faham atau tahu tentang prosedur pelayanan. Dilihat dari 
sistem administrasi pun kami bisa dikatakan lebih tertib 
administrasi sekitar 60- 80%, karena kami bisa merapikan 
surat- surat, seperti surat masuk atau surat keluar. Dan 
kami juga mewajibkan kepada warga untuk membawa surat 
pengantar dari RT/ RW ketika akan mengurus surat”.  

 
     Hal Senada juga dikatan oleh Kepala Desa Wadak Lor, Bapak H. 

Abdul Hamid, sebagaimana berikut :146 

“Setelah program SGA berlangsung, pelayanan publik di 
desa Wadak Lor mengalami banyak perkembangan.  Kami 
memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan alur 
pelayanan yang berlaku. Kami juga membuat SOP dan 
Jobdisc yang ditempel didinding ruangan masing- masing 
perangkat (kasi).” 

 
     Selain itu, Kepala Desa Sidorukun Bapak Markan Hendarsyam 

memaparkan dampak program The Sunan Giri Award (SGA) dalam 

wawancara peneliti sebagaimana berikut :147 

Dengan adanya program SGA sedikit banyak memang 
berdampak pada pengembangan pelayanan publik di desa 
Sidorukun. Karena pelayanan di desa Sidorukun sekarang 
sudah sesuai dengan prosedur. Warga pun juga mengerti 
bagaimana alur pelayanan yang sebenarnya melalui papan 
informasi tentang pelayanan publik desa yang kami tempel 
di dinding.” 
 

     Dari observasi dilapangan diketahui memang ada banyak 

perubahan, misalnya ditempelkannya papas informasi terkait prosedur 

pelayanan, adanya ruang tunggu, dan aparatur desa yang sudah siap 

                                                             
145 Tasmiran, Wawancara, pada tanggal 03 April 2017 
146 H. Abdul Hamid, Wawancara, pada tanggal 02 April 2017 
147 Markan Hendarsyam, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
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melayani masyarakat yang akan mengurus keperluan. Bukti tersebut 

dapat dilihat di gambar berikut: 

 
Gambar 1: Informasi Mekanisme Pelayanan 

Publik Desa Wadak Lor 

 
Gambar 2: Informasi mekasisme pelayanan 

di Desa Wedani 

 
Gambar 3: Lemari tempat penataan surat-

surat Desa Wedani 

 
Gambar 4: Informasi di ruangan pelayanan 

Desa Sidorukun 

 

     Hasil wawancara dan observasi lapangan tersebut dapat diketahui 

bahwa dampak  SAGAF melalui program SGA dibidang administrasi 

sangatlah ada peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan 

prasarana yang memadai demi peningkatan pelayanan yang lebih baik. 

5.3.3. Dampak Profesional 

     Karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good 

governance diantaranya : Equality (Persamaan), perlakuan yang sama 

atas pelayanan yang diberikan. Equity (Keadialan), perlakuan yang 

sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlu 

diberlakukan adil. Loyality (Kesetiaan), Kesetiaan kepada konstitusi 

hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Accountablility 
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(Bertanggungjawab), setiap aparat pemerintah harus siap menerima 

tanggungjawab atas apapun yang ia kerjakan.148 

     Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

keputusan MenPAN Nomor 25 tahun 2004, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable 

sebagaimana unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran 

indek kepuasan masyarakat. Akan tetapi, dari 14 unsur tersebut 

peneliti mengambil enam kategori yang akan dijadikan pedoman 

dalam melihat dampak The Sunan Giri Award (SGA) terhadap 

pelayanan publik di desa dalam aspek keprofesionalitasan, diantanya: 

a). Kesederhanaan (mudah dipahami, tidak berbelit-belit), b). 

Kejelasan dan kepastian, c). Keterbukaan (mudah diketahui), d). 

Ekonomis, e). Keadilan, dan f). Ketepatan waktu.  

     Peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) dengan program The 

Sunan Giri Award (SGA) terhadap pelayanan publik ditingkat desa 

dalam aspek profesionalitas bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti 

dengan aparat pemerintah tiga desa pemenang The Sunan Giri Award 

(SGA) di Kabupaten Gresik. Dampak keprofesionalitasnya 

diantaranya: 

1. Pelayanan Sesuai Standard Operating Procedure (SOP) 

Standar Operasional Prosedur atau Standard Operating Procedure 

(SOP) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional 

                                                             
148 Agung Kurniawan,  Transfortasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm 75 
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standar yang ada didalam satu organisasi yang digunakan untuk 

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta 

penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-

orang di dalam organisasi yang adalah anggota-anggota organisasi 

berjalan secara efektif (dan efisien), konsisten, standar dan 

sistematis.149 

Hasil wawancara dengan Ibu Asaro Muadah, Sekretaris Desa 

Sidorukun sebagaimana berikut:150 

“Pada waktu program SGA berjalan ada tahapan 
pembinaan, dimana desa- desa peserta diberi 
pengetahuan tentang SOP pelayanan publik. Nah dari 
situ kami perangkat desa tahu bagaimana standart 
pelayanan yang baik. Dan alhasil, pelayanan di 
kelurahan Sidorukun sekarang sudah sesuai dengan 
SOP pelayanan publik” 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wadak Lor, Bapak 

H. Abdul Chamid, berikut ini:151 

“Kami memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan 
alur pelayanan yang berlaku. Kami juga membuat SOP 
dan Jobdisc yang ditempel didinding ruangan masing- 
masing perangkat (kasi).” 

 
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Tasmiran, Sekretaris 

Desa Wedani dalam wawancawa sebagaimana berikut:152 

“Kami juga memberikan pelayanan pada jam 
operasional kantor kelurahan sesuai dengan peraturan 
dan SOP pelayanan publik.” 

 

                                                             
149 Rudi M. Tambunan, Standar Operating Procedures (SOP), (Jakarta: Malestas, 2008), hlm 79 
150 Asaro Muadah, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
151 H. Abdul Chamid, Wawancara, pada tanggal 02 April 2017 
152 H. Abdul Hamid, Wawancara, pada tanggal 02 April 2017 
152 Tasmiran, Wawancara, pada tanggal 03 April 2017 
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Hasil obervasi dilapangan peneliti juga menemukan bukti fisik 

terkait diberlakukan SOP dalam pelayanan di tiga desa pemenang 

program SGA Kabupaten Gresik, bukti tersebut berupa gambar 

berikut: 

 
Gambar 5: Informasi Prosedur Pelayanan 

Desa Sidorukun 

 
Gambar 6: Janji pelayanan Desa Sidorukun 

 
Gambar 7: SOP Desa Wedani 

 
Gambar 8: Papan informasi pelayanan di 

Desa Wadak Lor 
  

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu hal yang 

harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaan 

pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. SOP juga turut 

memberikan sumbangsih terhadap terwujudnya suatu pelayanan 

publik yang efektif dan efesien. 

Jika melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan tentang 

dampak dari peran The Sunan Giri Foundaton (SAGAF) dalam 

pengembangan pelayanan publik melalui program The Sunan Giri 

Award (SGA) terkait penerapan SOP dipelayanan tingkat desa 

dapat dikatakan sudah baik dan jelas, sehingga sangat mudah 
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dipahami oleh masyarakat yang akan melakukan permohonan pada 

kantor-kantor desa di Kabupaten Gresik. 

2. Pelayanan Sesuai Jam Kerja 

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidorukun, Bapak Markan 

Hendarsyam sebagaimana berikut:153 

“Kami sebagai perangkat itu dari awal berniat sebagai 
pelayan warga. Warga kami perlakukan sebagai raja, 
sehingga kami melayani warga dengan berlebihan. 
Kami melayani warga diluar jam operasional. Warga 
yang ingin mengurus surat tinggal datang ke kelurahan 
dan langsung kami layani dengan cepat, tanpa surat 
pengantar dari RT/ RW pun juga kami layani. Dengan 
adanyan program SGA kami pun memberikan 
pelayanan kepada warga pada jam operasional kantor 
kelurahan sesuai dengan prosedur dan aturan yang 
berlaku.” 

 
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rohmad, Kepala Desa 

Wedani dalam wawancara sebagaimana berikut:154 

“Pelayanan di Desa Wedani dulunya tidak sesuai 
dengan SOP pelayanan publik, dimana pelayanan 
masih dilakukan dirumah- rumah perangkat dan diluar 
jam operasional. Sampai saya itu bilang ke warga saya 
Ojok njaluk surat nang omah. Saiki tok tak tanda 
tangani, tapi mene gudu minta nang balai desa. 
Perangkat desa juga jarang yang ngantor, paling- 
paling hanya ngantor ketika ada keperluan saja, dan 
biasanya itu hari jumat. Sejak SGA kami ubah sesuai 
SOP, tidak ada lagi layanan dirumah, semuanya 
dilayani dikantor desa dengan jam-jam masuk kantor, 
yakni jam 8 pagi samapai jam 2 sore.” 

 
 Dari hasil wawancara tersebut terugkap bahwa sejak adanya 

Program SGA Desa Sidorukun menyiapkan diri, membuat sistem 

                                                             
153 H. Abdul Hamid, Wawancara, pada tanggal 02 April 2017 
153 Markan Hendarsyam, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
154 Rahmad, Wawancara, pada tanggal 03 April 2017 
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kedisiplinan waktu aparatur desa. Hal ini juga diketahui oleh 

peneliti bahwa jam 07.00 WIB perangkat Desa Sidorukun sudah 

siap dan standby di balai desa, sebagaimana digambar berikut: 

 
Gambar 9: : Perangkat Desa Sidorukun siap menerima warga yang membutuhkan 

pelayanan pada jam operasional 
 

Dari hasil wawancara diatas dan observasi lapangan dapat 

disimpulkan, bahwa dampak program The Sunan Giri Award 

(SGA) sangat signifikan terhadap profesionalisme kerja aparatur 

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada 

masyarakat desa di Kabupaten Gresik, semua jenis pelayanan 

disediakan dan diberikan pada waktu jam kerja yakni jam 8 pagi 

sampai jam 2 sore. 

3. Pelayanan Cepat 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Wadah Lor, Bapak H. 

Abdul Chamid sebagaimana berikut:155 

“Kami juga membuat SOP dan Jobdisc yang ditempel 
didinding ruangan masing- masing perangkat (kasi). 
Kami juga mengadakan pengelompokkan surat, 

                                                             
155 H. Abdul Hamid, Wawancara, pada tanggal 02 April 2017 
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sehingga kami hanya butuh 5 menit untuk melayani 
warga, dan kami pun lebih tertib administrasi” 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Asaro Muadah, Sekretaris 

Desa Sidorukun sebagaimana berikut:156 

“Setelah adanya program The Sunan Giri Award, kami 
juga ada grup WA khusus untuk perangkat desa dan RT, 
serta grup untuk warga, hal tersebut dilakukan hanya 
untuk mempermudah komunikasi kami, dan lebih 
mudah juga bagi kami untuk mengontrol atau 
mengetahui apa saja yang terjadi pada warga di 
kelurahan kami. Jadi otomatis kami pun juga akan lebih 
tanggap dalam menghadapi permasalahan yang ada”. 

 
Hasil wawancara tersebut kami sesuaikan dengan observasi 

dilapangan, dan hasilnya peneliti menemui warga bernama Bapak 

M. Yamin sedang mengurus surat domisili mobil perusahaan PT. 

Leewon Industial tidak sampai 1 jam sudah selesai. 

 
Gambar 10: Warga mengurus surat domisili 

mobil perusahaan 
 

Gambar 11: Warga sedang menikmati 
hasil pelayanan cepat di desa 

Sidorukun 
 

4. Pengetahuan (knowledge) pegawai dalam meberikan pelayanan. 

Salah satu dampak peran The Sunan Giri Foundation (SAGAF) 

melalui program The Sunan Giri Award (SGA) dalam 

pengembangan pelayanan publik yang paling penting adalah 
                                                             

156 Asaro Muadah, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
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menambah pengetahunan aparatur pemerintah desa dengan 

melakukan sosialisasi dan advokasi pra dan pasca program SGA. 

Hasilnya aparatur pemerintah desa bisa menguasai atau memiliki 

pengetahuan yang cukup baik terhadap tatacara memberikan 

pelayanan sehingga menghasilkan pelayanan yang mudah, 

sederhana dan berkualitas. 

Hasil wawancara dengan Ibu Asaro Muadah, Sekretaris Desa 

Sidorukun sebagaimana berikut:157 

“Pada waktu program SGA berjalan ada tahapan 
pembinaan, dimana desa- desa peserta diberi 
pengetahuan tentang SOP pelayanan publik. Nah dari 
situ kami perangkat desa tahu bagaimana standart 
pelayanan yang baik. Dan alhasil, pelayanan di desa 
Sidorukun sekarang sudah sesuai dengan SOP 
pelayanan publik” 

 

 
Gambar 12: Ruang pelayanan Desa Sidorukun 

 
5.4. Kelebihan The Sunan Giri Award (SGA) 

a. The Sunan Giri Award (SGA) merupakan program yang sangat 

dibutuhkan oleh desa/ kelurahan yang ada dilingkungan kabupaten 

                                                             
157 Asaro Muadah, Wawancara, pada tanggal 30 April 2017 
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Gresik. Karena dengan adanya The Sunan Giri Award (SGA) desa/ 

kelurahan berlomba- lomba dalam memperbaiki penyelenggaraan 

pelayanan publiknya masing- masing. 

b. Seluruh perangkat lebih aktif lagi dalam melayani masyarakat, serta 

lebih disiplin dalam kehadiran maupun dalam meyelesaikan 

tugasnya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan 

pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

c. Program The Sunan Giri Award (SGA) mendorong perangkat-

perangkat desa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 

menerapkan pelayanan publik. 

 

5.5. Kekurangan The Sunan Giri Award (SGA) 

a. Pihak desa merasa kurang mendapat motivasi dari pihak kecamatan, 

baik materi maupun non materi. 

b. Dalam program The Sunan Giri Award (SGA) tidak ada evaluasi 

tentang pelayanan publik masing- masing desa yang mengikuti The 

Sunan Giri Award (SGA) baik yang kalah maupun yang menang. 

c. Tidak ada sosialisasi tentang program The Sunan Giri Award 

(SGA) kepada masyarakat/ warga dan pemerintah desa di 

Kabupaten Gresik. 


